BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWATIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 232 /406.001.3/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR :
188.45/9/406.001.3/2022 TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa sehubungan dengan adanya penunjukan Pj.
Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
821.2/452/204/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang
Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten
Trenggalek perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor:
188.45/9/40.001.3/2022 tentang Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola

Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
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dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 698});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Taahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3
Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118};

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021
tentang tentang Standar Harga Satuan Biaya di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 8 1);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021
Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Trenggalek
Nomor : 188.45/9/406.001.3/2022 tentang Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah pada satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah pada nomor urut 2 kolom 3 dan kolom 4 diubah

sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut :
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 232 /406.001.3/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
TRENGGALEK NOMOR :
188.45/9/406.001.3/2022 TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH

SUSUNAN PEJABAT DAN HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JABATAN j
DALAM JABATAN HONORARIUM
NO | PENGELOLAAN NAMA DALAM PER BULAN
KEUANGAN KEDINASAN (Rp.)
DAERAH
1 2 3 4 5
2. | Koordinator Dr. ANDRIYANTO, | Penjabat 7.000.000,00
Pengelola S.H., M.Kes. Sekretaris
Keuangan Daerah Daerah
KEDUA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal




